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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTA! POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat é:r)‘
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemenntah Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. maka periu n'uembenmk
Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partal Polrtik. .

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang
Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kota

Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Eantuap Keuangem Kepada
Partai Politik periu ditinjau kembalt untuk disesuakan ,
' | dimaksud dalam
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a dan huruf b, periu membentuk Peraturan Daerah ste;m
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magglang_ N_om
2006 tentang Banfuan Keuangan Kepada Partai Politik |

Pembentukan Daerah+
. 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
a :ljaera?zg-l(m Keci! dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat.

tentang Partai Polibk
-Unda Nomor 2 Tahun 2008
2. ?le;gmn ng = Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4801);
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3 Undang lUiInda
5 g N(m
Dewan Perwakila 10 Tahun 2008 tent .
Perwakilan Rm:y;: Rﬂkyatﬁ ﬁman P k"'a:""g P::m:;:: Urru.lr:
embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 NOMOr e
indonesia Nomor 4836)_51' Tambahan embaran Negara Republik

(Lembaran Negarg 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Tamba Republik Indonesia T
han Lembaran Negara Repubilik Imail':m NW?EZW -

6. Undang-Undang Nomor 1 T
ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara R i :
L ercd epubiik indonesia Tahun 2004 Nomor ambahan
ran Negara Republik Indonesia Nomgrn 4355); ok

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20
04 tentang Pembentukan
_FF;?an Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik indonesia
un 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
| embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemernintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
&_Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik indones:a
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
indonesia Nomor 4513);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578),

12 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politk (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2006 Nomor 29),

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Magelang (Lembaran daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2).

14 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Tekrs
Daerah . Badan Pelayanan Penzinan Terpadu dan Satuan Polist
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor

9),
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WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN-

: PE
menetapkan PE::TTHE:: DADAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
- - ERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2006
NTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal |

Wﬂet © ngpaaamm;ja ntumm‘mm':: Pmﬂﬂp Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006
Kepada Partai Poltik
Tahun 2006 Nomor 29) diubah se : < {Lembaran Daerah Kota Magelang

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis
oleh Dewan Pimpinan Partai Politk Tingkat Kota atau sebutan lainnya
ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan

menggunakan Kop Surat dan Cap Stempe! Partai Politik yang bersangkutan dengan
melampirkan:
a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politk yang menetapkan
Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua
Umum dan Sekretans Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;

Foto copy Surat Keputusan NPWP yang dilegalisicr Pejabat yang berwenang;

Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di

DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;

d. Surat pemyataan Partai Poliik yang menyatakan bersedia dituntut sesuas
peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak

benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Polihk
Tingkat Kota atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop

surat Partai Politik.
Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d dibuat datam

rangkap dua.
(2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) temtgqsannya dis:a_lmpaikm
kepada KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Poiik dan Perlindungan

Masyarakat Kota Mageiang.
(3) Pengajuan Bantuan Keuangan harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dan

KPUD.

€.

Scanned by TapScanner



A 4 =

2 IGstoriin DR D Ntah. aetingge berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

{) Laporan Pengg_unaan Bantuan Ke . »
( pimpinan Partai Politik kepada w’:;;':;gal;;i:pada Partai Politik disampaikan oleh

politik dan Perfindungan Ma 1alul Kepala Badan Kesatuan Bangsa,
berakhimya tahun anagaran Syarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah

2) Laporan penggunaan baniuan keug . :

( seteiah diaudil oleh Badan Pemeriksa ﬁau‘;n;ﬁagalmana dimaksud pada ayat (1)

(3) Laporan penggunaan bantuan
tembusannya disampaikan k
Daerah.

keuangan sebagaimana dimaksud pada a
yat (1),
epada Gubemur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Pasal ll
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah i
dengan penempatannya dailam Lembaran Daerah Kota Mageiang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Desember 2008

WALIKOTA MAGELANG
H. FAHRIYANTO f
4
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

UMUM

— Ff’i:i‘l:en:l;urzangarLal Politk merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan
i 3 pakan Aset Nggara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya
€ ;Daﬂ Erpﬂkratsfl di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan
kepada F‘a_rta: Politik yang bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran
administrasi atau Sekretariat Partai politk yang mendapatkan kursi di Dewan
Pe:}ffakllan Rakyat Daerah Kota Magelang guna memperjuangkan aspirasi Partai
Politik  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi
memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor
38 Ta_hun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
maka telah terjadi perubahan Struktur Organisasi perangkat Daerah yang baru di
Lingkungan Pemerintah Kota Magelang diantaranya telah terbentuk Badan Kesatuan
Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat yang semula Kantor Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat dengan demikian berubah juga tugas dan

kewenangannya.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut periu membentuk Peraturan Daerah
Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal |
Angka 1
Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Angka 2

Cukup jelas
Pasal |l

Cukup Jelas
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